WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 27 TAHUN 2015

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

a.bahwa untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang
menerapkan  prinsip-prinsip good governance, clean
government dan reformasi birokasi, perlu dilakukan melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi,
kolusi, nepotisme;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 tentang Aksi
Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Menengah 2013-2018 di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu, perlu disusun aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu tahun 2015;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu tahun
2015.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan
United Nation Convention Againts Corruption, 2003;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
B



Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka
Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun
2015;

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

Daerah adalah Kota Kotamobagu.

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang
selanjutnya disingkat AD-PPK adalah Aksi Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu Tahun 2015.

Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Kota Kotamobagu yang selanjutnya disingkat TK-PPK
Kota Kotamobagu adalah wadah koordinasi lintas sektor dan
lintas pemangku kepentingan untuk monitoring, evaluasi dan
pelaporan AD-PPK di Lingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kota Kotamobagu.

BAB II
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI TAHUN 2015

Pasal 2

(1) AD-PPK Tahun 2015 diprioritaskan pada:

a. Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non
izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP);

b. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;

c. Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; tu



d. Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama
dan pembantu;

e. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam
mekanisme pengadaan barang dan jasa;

f. Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah persyaratan,
waktu maupun prosedur perizinan di daerah.

(2) Uraian AD-PPK Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Dalam menetapkan AD-PPK sebagaimana dimaksud Pasal 2,
SKPD melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Kotamobagu.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Kotamobagu.

(2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), didukung oleh instansi terkait
lainnya.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK
digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pencegahan
dan pemberantasan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota
Kotamobagu.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 5

(1) SKPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan AD-PPK
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota c.q.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Kotamobagu.

(2) Walikota c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK
paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur c.q.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sulawesi Utara; Menteri Dalam Negeri dan
Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan
pembangunan nasional.

Pasal 6
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator
menyampaikan hasil pelaksanaan Aksi PPK kepada Walikota
Kotamobagu setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan. &



BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di : Kotamobagu
No. Pejabat Pengelola lharaf Pada tanggal 21 Se‘;.{ennbar 2015
1 |Sekretaris Inspektorat '*
2 linspektur Daerah +‘ %WALIKOTA KOTAMOBAGU4
3 |Kepala Bagian Hukum E.
4 |Asisten Administrasi Umum \'bg
5 |Sekretaris Daerah K .
6 |Wakil Walikota ( N T BARA
\J

Diundangkan di Kotamobagu
 Padatanggal 21 Splember 2015

@n SEKRETARI

7 —».
Drs/ STAFA LIMBALO
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR 27
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